
77 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis efektivitas pajak reklame 

Kota Kupang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, efektivitas 

pajak reklame cenderung naik. Hal tersebut disebabkan nilai target yang 

ditetapkan Pemerintah Kota Kupang cenderung naik sedangkan 

kenaikkan pada realisasi yang diterima tidak selalu lebih tinggi dari 

kenaikkan pada target yang ditetapkan. 

2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan 

realisasi tidak mencapai target adalah: (a) rendahnya pemahaman warga 

mengenai prosedur pemasangan reklame sehingga terdapat banyak 

pemasangan reklame liar di wilayah Kota Kupang; (b) kurangnya 

kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak reklame; dan (c) 

keterbatasan pegawai saat bekerja di lapangan untuk mengingatkan dan 

mengecek wajib pajak yang belum membayar pajak. 

3. Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis potensi pajak reklame 

Kota Kupang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat 

diketahui bahwa setelah dilakukan perhitungan dan perbandingan antara 

target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kupang dan realisasi yang 

diterima oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dengan potensi 

pajak reklame yang ada, ternyata potensi pajak reklame cenderung lebih 
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tinggi dari target yang ditetapakan oleh Pemerintah Kota Kupang dan 

realisasi yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, 

nilainya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung lebih 

tinggi dibandingkan target yang ditetapkan dan realisasi yang diterima. 

4. Dalam menetapkan target penerimaan pajak reklame, Pemerintah Kota 

Kupang tidak memperhatikan potensi yang ada dan yang telah dihitung 

sehingga target yang ditetapakan tidak sesuai dengan potensi dan 

realisasi yang diterima cenderung tidak sesuai dengan potensi yang ada. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan di atas, maka 

masukan atau saran bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang adalah 

sebagai berikut: 

1. Agar efektivitas terus mengalami peningkatan maka Badan Pendapatan 

Daerah Kota Kupang perlu mengoptimalkan pemeriksaan dan pendataan 

pajak reklame agar dapat memungut pajak reklame sesuai dengan data 

yang telah terdaftar. 

2. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan reklame ilegal di Kota 

Kupang, khususnya para pengusaha yang belum memiliki ijin untuk 

memasang reklame adalah dengan memberikan teguran dan peringatan 

melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Walikota Kupang. Surat 

peringatan ditujukan kepada pemilik/penanggung jawab reklame yang 

disampaikan bisa lebih dari satu kali, dengan mencantumkan batas 
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waktu yang telah diberikan kepada pemilik/penanggung jawab usaha 

untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu kepada wajib pajak atau 

vendor yang pernah terlambat atau menunggak dalam membayar pajak 

sebaiknya dibatasi dalam penggunaan reklame sehingga kemungkinan 

terjadinya kerugian dalam penerimaan pajak reklame lebih kecil. 

3. Adanya penambahan pegawai yang bekerja di lapangan sehingga jika 

ada pekerjaan di kantor yang tidak bisa dilewatkan maka masih ada 

pegawai lainnya yang bisa bekerja di lapangan untuk melihat setiap 

reklame yang ada dan pembagian tugas yang tertata sehingga pegawai 

tidak kesusahan dalam mendata dan bekerja di lapangan. 

4. Perlu dilakukan pendataan kembali setiap subjek dan objek pajak 

reklame yang sudah ada sehingga dapat diketahui potensi pajak reklame 

yang sebenarnya melalui identifikasi data subjek dan objek pajak 

reklame agar seluruh pajak reklame dapat tertagih secara optimal. 

5. Dalam menetapkan target pajak reklame seharusnya Pemerintah Kota 

Kupang memperhatikan potensi pajak reklame yang ada sehingga sesuai 

dengan potensi yang ada sebagaimana diatur dalam undang-undang 

bahwa target yang ditetapkan harus berdasarkan potensi yang dimiliki. 
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